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ABSTRAK

Widyaningrum 04020220408 : “ Pendampingan Hukum Bagi Korban
Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana” Dibawah bimbingan
Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Mohammad Arif sebagai
Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan urgensi
pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam proses
peradilan pidana serta menilai sejauh mana pendampingan hukum mampu
mengatasi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Selain itu,
penelitian ini juga mengkaji peran pendampingan hukum dalam
memberikan perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban dalam
sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum bagi
korban kekerasan seksual secara normatif telah memperoleh penguatan
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual. Pendampingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai bentuk
bantuan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam
menjamin perlindungan, menjaga martabat korban, mencegah viktimisasi
ulang, serta mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan implementasi
pendampingan hukum melalui koordinasi yang lebih efektif antar aparat
penegak hukum, peningkatan kapasitas pendamping, serta penyediaan
akses pendampingan hukum yang merata bagi korban sejak tahap
pelaporan hingga persidangan.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, Hukum
Pidana, Perlindungan Korban.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi
perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi
dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Termasuk hak
korban tindak pidana untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Salah satu persoalan serius yang saat ini dihadapi oleh bangsa
Indonesia adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual. Kekerasan
seksual menimbulkan dampak luas dan mendalam bagi korban, baik secara
fisik, psikis, maupun sosial. Dalam banyak kasus, korban mengalami
trauma berkepanjangan, stigma sosial, serta kesulitan dalam memperoleh
keadilan melalui proses hukum.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang mengandung
unsur pemaksaan, ancaman, atau tekanan yang bersifat seksual dan
dilakukan tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual dapat berbentuk
verbal maupun tindakan konkret seperti pemaksaan hubungan seksual,
pelecehan, dan pemerkosaan. Dalam praktiknya, pelaku kekerasan seksual
sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota

keluarga, teman, atau pasangan, sehingga korban berada dalam posisi
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yang sangat rentan. Semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.
Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak
dikehendaki oleh salah satu pihak.!

Dalam konteks hukum pidana, korban kekerasan seksual tidak hanya
dipandang sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki
hak - hak yang harus dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut
adalah pendampingan hukum. Pendampingan hukum merupakan salah
satu instrument penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak - hak korban sejak tahap pelaporan,
penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Pengaturan mengenai pendampingan hukum bagi korban telah
ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang - undangan. Undang -
Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 31 tahun 2014
memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan
dan bantuan hukum. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan
seksual yang secara tegas mengatur hak korban atas bantuan hukum,

pendampingan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi.2

M. Irsyad Thamrin dan M. Faried, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal (Yogyakarta:
Lembaga Bantuan Hukum, 2010), h. 518

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293); dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).
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Meskipun regulasi telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan
bahwa pelaksanaan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual
masih menghadapi kendala. Banyak korban enggan melaporkan peristiwa
yang dialaminya karena rasa takut, malu, tekanan sosial, serta
ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, akses
terhadap bantuan hukum yang professional dan berpihak pada korban
masih terbatas, terutama di daerah - daerah tertentu, sehingga korban tidak
memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas lebih
lanjut mengenai pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual
dalam perspektif hukum pidana. kajian ini penting dilakukan untuk
menganalisis pengaturan normatif yang telah ada, menilai implementasi
pendampingan hukum, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan
perlindungan korban dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Seharusnya, setiap korban kekerasan seksual mendapatkan
pendampingan hukum yang memadai sejak awal proses hukum
berlangsung hingga tahap pemulihan. Negara, sebagai pelindung hak asasi
manusia, wajib menyediakan akses yang adil dan merata terhadap bantuan
hukum, termasuk melalui advokat, paralegal, maupun lembaga bantuan
hukum. Sistem peradilan pidana di tuntut untuk bersifat responsive dan
berpihak pada korban ( victim oriented justice ), sehingga tidak

menimbulkan penderitaan tambahan atau reviktimisasi terhadap korban.
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Pendampingan hukum yang efektif akan membantu korban
memahami hak-haknya, memberikan rasa aman, dan memperkuat posisi
korban dalam menuntut keadilan. Implementasi hukum yang berpihak pada
korban tidak hanya memenuhi kewajiban negara secara yuridis, tetapi juga
mencerminkan nilai keadilan dalam hukum lIslam, yaitu menolong yang
terzalimi dan mencegah kezhaliman.

Data saat ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi
persoalan yang signifikan. Pada tahun 2024, kota makassar mencatat
angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi.
Berdasarkan laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, tercatat sebanyak 520
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun tersebut,
dengan 73,27% atau sekitar 381 kasus merupakan kekerasan terhadap
anak, dan kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling banyak
terjadi. Bentuk kekerasan seksual yang sering dilaporkan meliputi
pemerkosaan, pencabulan, pelecehan, serta eksploitasi seksual terhadap
anak di bawah umur.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dalam Catatan
Tahunan 2024 menyebutkan bahwa mereka menerima 315 permohonan
bantuan hukum, yang di antaranya 55 kasus merupakan kekerasan seksual
terhadap perempuan dan anak. Bentuk pendampingan yang diberikan
meliputi konsuktasi hukum, pendampingan litigasi, serta advokasi

pemulihan korban secara psikologis dan sosial. Data tersebut menunjukkan
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bahwa pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam membantu
korban memperoleh keadilan.

Dari sisi pola kejadian, sebagian besar kasus kekerasan seksual di
Makassar terjadi di lingkungan rumah tangga (217 kasus), diikuti oleh
fasilitas umum (187 kasus), serta sebagian lainnya terjadi di sekolah,
tempat kerja, dan media daring. Para korban umumnya berasal dari
kelompok rentan, seperti anak perempuan dan perempuan dewasa muda,
sedangkan pelaku kebanyakan adalah orang yang memiliki kedekatan
dengan korban seperti anggota keluarga, guru, atau rekan kerja.
Peningkatan jumlah laporan kasus pada tahun 2024 juga menunjukkan
adanya kenaikan kesadaran masyarakat untuk melapor dan mencari
pendampingan hukum, seiring penguatan peran UPTD PPA dan LBH
Makassar dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban
kekerasan seksual di Kota Makassar.3

Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak hanya
merupakan kewajiban negara berdasarkan hukum positif, tetapi juga
sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum islam. Al-Qur'an menegaskan
kewajiban untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang terzalimi,
sebagaimana yang tercantum dalam Qs. An-Nisa ayat 58. Selain itu hadis
Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menolong pihak yang dizalimi

menegaskan bahwa korban berhak memperoleh

3 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar, Data dan Laporan
Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar
Tahun 2024 (Laporan Tahunan UPTD PPA Kota Makassar, 2024)
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pertolongan, termasuk melalui pendampingan hukum, agar hak - hak nya
terpenuhi secara adil.

Al-Quran menegaskan agar manusia menegakkan keadilan dan
tidak merugikan orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam

*QS. An-Nisa ayat 58*

Ll Saly @l pip & cing ol o ol g 559 @ o de ulo) Bl S Jigh ¢ |
o v,u g 180 B Gua £ e®0 Ooh @
de by

Terjemahan :
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
mengkaji secara yuridis pengaturan dan pelaksanaan pendampingan
hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana,
guna memperkuat perlindungan korban serta mewujudkan keadilan yang

berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan pendampingan hukum bagi korban

kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana ?

4 Q.S An-Nisa Ayat 58.
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2. Bagaimanakah peran pendampingan hukum dalam pemulihan
korban kekerasan seksual guna mencapai keadilan dan pemenuhan
hak korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendampingan
hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pendampingan hukum
dalam pemulihan korban kekerasan seksual guna mencapai
keadilan serta pemenuhan hak-hak korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya
terkait perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban
kekerasan seksual.

a. Bagi peneliti
Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan
kemampuan akademik  peneliti dalam menganalisis
permasalahan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan
perlindungan korban

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman
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kepada masyarakat mengenai hak - hak korban kekerasan
seksual seta penting nya pendampingan hukum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang — undangan.
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